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BUPATI DAIRI 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

PERATURAN BUPATI DAIRI 

NOMOR   29  TAHUN  2024 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DAIRI, 

 
 

Menimbang : 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (5) 

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 

mengoptimalkan pengelolaan Pajak Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964  

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2689);  

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

SALINAN 
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Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 368), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 

tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3987); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

  5. 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757);  

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga 

Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6848); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 



- 3 - 
 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6881); 

  9. 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 

tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 228); 

MEMUTUSKAN: 

   

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 

PAJAK DAERAH. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Dairi. 

5. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi yang 

selanjutnya disebut Bapenda adalah badan yang 

diberi kewenangan untuk mengelola Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 
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6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 

bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

7. Petugas Pajak yang selanjutnya disebut Petugas 

adalah petugas Badan Pendapatan Daerah yang 

menangani Perpajakan Daerah. 

8. Kas Daerah adalah tempat menyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk 

menampung seluruh penerimaan daerah dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

daerah. 

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan 

usaha maupun yang tidak melakukan  usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), 

atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. 

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

dapat dikenai Pajak. 

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan 

pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 
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13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan 

yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, 

termasuk wakil yang menjalankan hak dan 

memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

14. Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan 

atau bukti yang ada hubungannya dengan tindakan 

Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau 

pekerjaan bebas Wajib Pajak antara lain bank, 

akuntan publik, Notaris, konsultan pajak, konsultan 

hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, 

kantor administrasi, atau pihak lainnya. 

15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya 

disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh 

konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa 

tertentu. 

16. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan 

dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau 

diserahkan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. 

17. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang 

dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang 

didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. 

18. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi 

yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan 

dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas 

lainnya. 

19. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau 

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan 

dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk 

ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. 
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20. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan 

atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, 

pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, 

dan/atau keramaian untuk dinikmati. 

21. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan 

Reklame. 

22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media 

yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk 

tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau menarik perhatian umum 

terhadap sesuatu. 

23. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT 

adalah Pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. 

24. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan 

tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 

25. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 

selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas 

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 

batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di 

permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

26. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya 

disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan 

batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang mineral dan batu 

bara. 

27. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut 

persentase tertentu. 

28. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan 

oleh Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

29. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang 

selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen 

yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Balik Nama 
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Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

30. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 

selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen 

yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

31. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan 

kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan 

Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, 

yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 

menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang 

terutang. 

32. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 

(satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak 

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun kalender. 

33. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan 

kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 

dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 

perpajakan daerahnya. 

34. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat NOPD adalah nomor identitas Objek Pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 

dengan ketentuan tertentu. 

35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, 

penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai 

kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta 

pengawasan penyetorannya. 

36. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data 

dan informasi keuangan yang meliputi harta, 

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta 
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jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau 

jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk 

periode Tahun Pajak tersebut. 

37. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan 

dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau 

bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan Daerah. 

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang 

menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang 

terutang. 

39. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran 

yang ditunjuk oleh Bupati. 

40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat 

ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi 

administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus 

dibayar. 

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 

adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 

42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 

disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang 

menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya 

dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang 

dan tidak ada kredit Pajak. 
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43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat 

ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih 

besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya 

tidak terutang. 

44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat STPD adalah surat untuk melakukan 

tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda. 

45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 

yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan 

hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam 

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, 

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat 

Keputusan Keberatan. 

46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 

atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap 

pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang 

diajukan oleh Wajib Pajak. 

47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan 

pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 

Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

48. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat 

pemberitahuan atau dokumen lain yang 

dipersamakan dan Lampiran-Lampirannya termasuk 

penilaian tentang kebenaran penulisan dan 

penghitungannya serta kesesuaian antara surat 

pemberitahuan dengan SSPD. 

49. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar 

Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya 

Penagihan Pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika 
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dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, 

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang 

yang telah disita. 

50. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan 

Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita 

Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu 

tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi 

seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa 

Pajak, dan tahun Pajak. 

51. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar 

termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, 

dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat 

ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 

52. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh 

Kepala Bapenda untuk menegur Wajib Pajak untuk 

melunasi Utang Pajak. 

53. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang 

Pajak dan biaya Penagihan Pajak. 

54. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan 

Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan 

Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, 

dan penyanderaan. 

55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan Daerah. 

56. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk 

menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung 

Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang 

Pajak menurut peraturan perundang-undangan. 
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57. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara 

terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak 

tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

58. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda 

segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang 

bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan 

atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat 

untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, 

termasuk data yang dikelola secara elektronik dan 

benda-benda lain. 

59. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati 

untuk menerima dan menatausahakan setoran 

penerimaan pajak terutang. 

 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2   

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. Jenis Pajak dan Masa Pajak; 

b. NPWPD; 

c. Pajak Reklame; 

d. PAT; 

e. Opsen; 

f. PBJT; 

g. Pajak MBLB; 

h. Pajak Sarang Burung Walet; 

i. penghapusan NPWPD, NOPD, dan/atau jenis penomoran 

lain; 

j. penagihan; 

k. kedaluwarsa penagihan; 
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l. keberatan; 

m. banding; 

n. gugatan Pajak; 

o. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan 

atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, 

dan/atau sanksinya; 

p. pembetulan dan pembatalan;  

q. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; dan  

r. opsen MBLB. 

 

 

BAB III 

JENIS PAJAK DAN MASA PAJAK 

 

Pasal 3 

(1) Jenis Pajak yang dipungut Berdasarkan Penetapan 

Bupati terdiri atas: 

a. Pajak Reklame; 

b. PAT 

c. Opsen PKB; dan 

d. Opsen BBNKB. 

(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan 

sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: 

a. PBJT atas: 

1. Makanan dan/atau Minuman; 

2. Tenaga Listrik; 

3. Jasa Perhotelan; 

4. Jasa Parkir; dan 

5. Jasa Kesenian dan Hiburan; 

b. Pajak MBLB; dan 

c. Pajak Sarang Burung Walet. 

 

Pasal 4 

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi 

atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif 

atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu 
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tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau 

bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah. 

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib 

Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan 

Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut 

berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau 

menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak 

terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

penetapan Bupati. 

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang 

terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 

1 (satu) bulan kalender. 

(4) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Bupati untuk 

menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang 

dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: 

a. Pajak Reklame, ditetapkan untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun kalender untuk reklame permanen, 

dan selama waktu pemasangan untuk reklame 

insidentil; 

b. PAT ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan 

kalender; 

c. Opsen PKB ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) 

bulan kalender; dan 

d. Opsen BBNKB ditetapkan untuk jangka waktu 1 

(satu) bulan kalender. 

(5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 

kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun 

buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 
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BAB IV 

NPWPD 

 

Pasal 5 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib memiliki NPWPD. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) belum memiliki NPWPD, wajib mendaftarkan diri 

kepada Bapenda. 

(3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang 

diterbitkan oleh Bapenda. 

(4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 

orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk 

kependudukan. 

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 

Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda 

menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh 

atau dimiliki oleh Daerah. 

(7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk 

kartu identitas NPWPD yang dibuat dalam bentuk fisik 

dan/atau digital. 

 

Pasal 6 

(1) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi syarat 

kelengkapan permohonan pendaftaran NPWPD. 

(2) Untuk Wajib Pajak perorangan, syarat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. mengisi formulir pendaftaran; dan 

b. kartu tanda penduduk yang sah. 

(3) Untuk Wajib Pajak Badan, syarat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. mengisi formulir pendaftaran; 
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b. akta pendirian perusahaan dan/atau 

perubahannya; dan 

c. kartu tanda penduduk salah satu pengurus. 

 

Pasal 7 

(1) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan 

lengkap; 

b. Wajib Pajak menyerahkan formulir pendaftaran 

kepada petugas dengan melampirkan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan 

ayat (3); 

c. Petugas meneliti formulir pendaftaran yang telah 

diisi beserta kelengkapan berkas persyaratannya. 

(2) Berdasarkan hasil Penelitian formulir pendaftaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka 

petugas: 

a. mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib 

Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan 

apabila tidak lengkap; atau 

b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada 

Wajib Pajak dan mencatat pendaftaran dalam 

Daftar Induk Wajib Pajak apabila permohonan telah 

lengkap. 

(3) Paling lama 1 (satu) hari kerja, setelah permohonan 

pendaftaran diri Wajib Pajak dinyatakan lengkap Kepala 

Bapenda menerbitkan NPWPD. 

(4) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik atau 

tertulis. 

(5) NPWPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dapat diambil oleh Wajib Pajak atau 

dikirimkan kepada Wajib Pajak secara elektronik. 
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Pasal 8 

(1) Dalam hal melakukan penerbitan NPWPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Bapenda melakukan 

verifikasi lapangan berdasarkan data yang dimiliki oleh 

Daerah. 

(2) Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai antara data 

yang dimiliki Daerah dengan kondisi sebenarnya, 

petugas menerbitkan NPWPD. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian antara 

data yang dimiliki oleh Daerah dengan kondisi 

sebenarnya, petugas melakukan penyesuaian terhadap 

data yang dimiliki oleh Daerah. 

(4) Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), petugas menerbitkan NPWPD. 

(5) Paling lama 5 (lima) hari kerja, NPWPD yang telah 

diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (4) dikirimkan kepada Wajib Pajak disertai 

pemberitahuan terkait kewajiban Perpajakan yang 

dimiliki oleh Wajib Pajak. 

(6) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dilakukan melalui: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat; atau 

d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat 

elektronik Wajib Pajak. 
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BAB V 

PAJAK REKLAME 

 

Bagian Kesatu 

Pendaftaran dan Pendataan Ojek Pajak 

 

Paragraf 1 

Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak 

 

Pasal 9 

(1) Wajib Pajak Reklame, wajib mendaftarkan objek 

Pajaknya kepada Kepala Bapenda.  

(2) Pendaftaran Objek Pajak Reklame sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) melalui surat pendaftaran objek 

Pajak. 

(3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran 

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Bapenda menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau 

jenis penomoran lain yang dipersamakan. 

(4) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat 

pendaftaran Objek Pajak. 

(5) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 

a. mengisi surat pendaftaran objek Pajak; dan 

b. NPWPD. 

(6) Bapenda menghimbau Wajib Pajak untuk mengurus 

perizinan usahanya. 

(7) Nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari 

kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor 

registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang 

dipersamakan. 

(8) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

dilakukan melalui: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 
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c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat; atau 

d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat 

elektronik Wajib Pajak. 

 

Paragraf 2 

Tata Cara Pendataan Objek Pajak 

 

Pasal 10 

Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak 

untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data 

objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi 

geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi 

perpajakan daerah. 

 

Pasal 11 

(1) Jenis pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

meliputi: 

a. Pendataan kantor; dan/atau 

b. Pendataan lapangan. 

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh petugas Pendataan. 

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan. 

 

Pasal 12 

(1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data 

Objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem 

informasi. 

(2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan data, baik 

secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait. 
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(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan kegiatan yang meliputi: 

a. pengumpulan data Objek Pajak; dan 

b. pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari 

instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak 

lain sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Perundang-undangan tentang pemberian dan 

penghimpunan data dan informasi yang berkaitan 

dengan perpajakan, termasuk data elektronik. 

 

Pasal 13 

(1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara 

melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak 

dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak, atas 

data Objek Pajak. 

(2) Ruang lingkup Pendataan lapangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pengumpulan data; dan 

b. perhitungan nilai sewa reklame dan/atau 

pengukuran Objek Pajak. 

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a merupakan kegiatan pengumpulan data Objek 

Pajak yang tidak atau belum dilaporkan. 

(4) Perhitungan nilai sewa reklame dan/atau pengukuran 

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b dilakukan dengan: 

a. dokumen yang disediakan oleh penyelenggara 

reklame dalam hal perhitungan nilai sewa reklame; 

dan/atau 

b. alat ukur dalam hal dilakukan pengukuran Objek 

Pajak reklame. 

 

Pasal 14 

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak 

menyatakan menolak untuk dilakukan Pendataan 
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lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(1), Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak harus 

menandatangani surat pernyataan penolakan 

Pendataan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak 

menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

petugas Pendataan membuat berita acara penolakan 

Pendataan yang ditandatangani oleh petugas Pendataan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak 

menyatakan menolak untuk dilakukan Pendataan 

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 

menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

petugas Pendataan tetap melakukan Pendataan 

berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki 

dan/atau diperoleh Bapenda. 

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan. 

 

Bagian Kedua 

Penetapan Besaran Pajak Terutang 

 

Pasal 15 

(1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang 

berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan menggunakan 

SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.  

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 9 ayat (1), 

Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen 

lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara 

jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki 

oleh Daerah. 
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(3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau 

keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang 

lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan 

surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh 

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang 

dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling 

lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak. 

(5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif. 

 

Pasal 16 

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa 

Reklame. 

(2) Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut: 

                       Biaya Pemasangan + Pemeliharaan  

         NSR  =                                                              + Nilai Strategis 

                       Umur Ekonomis/Lama Pemasangan  

(3) Umur ekonomis/lama pemasangan sebagaimana 

dimaksud ayat (3) adalah 1 (satu) bulan kalender. 

(4) Tabel Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan 

(HDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

(5) Nilai Strategis sebagaimana pada ayat (2) ditentukan 

oleh faktor-faktor antara lain: 

a. kelompok jalan; 

b. luas reklame; 

c. sudut pandang; dan 

d. harga dasar strategis titik reklame. 
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(6) Nilai Strategis sebagaimana pada ayat (2) dihitung 

dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot 

dan skor masing-masing faktor pada ayat (5) huruf a, 

huruf b, dan huruf c dikalikan dengan Harga Dasar 

Strategis Titik Reklame. 

(7) Bobot dan skor masing-masing faktor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan Bupati ini.  

 

Bagian Ketiga 

Pembayaran dan Penyetoran 

 

Pasal 17 

(1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan. 

(2) Wajib Pajak Reklame melakukan pembayaran atau 

penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan 

SSPD. 

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 

sistem pembayaran berbasis elektronik. 

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum 

tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat 

dilakukan melalui pembayaran tunai. 

(5) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dilakukan 

oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke Kas Daerah melalui 

Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk 

oleh Bupati. 

(6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak 

terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 

pengiriman SKPD. 
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BAB VI  

PAT 

 

Bagian Kesatu  

Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak 

 

Paragraf 1 

Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak 

 

Pasal 18 

(1) Wajib PAT, wajib mendaftarkan objek Pajaknya kepada 

Kepala Bapenda.  

(2) Pendaftaran Objek PAT sebagaimana dimaksud pada 

ayat melalui surat pendaftaran objek Pajak. 

(3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran 

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Bapenda menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau 

jenis penomoran lain yang dipersamakan. 

(4) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat 

pendaftaran Objek Pajak. 

(5) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:  

a. mengisi surat pendaftaran objek Pajak; dan 

b. NPWPD. 

(6) Bapenda menghimbau Wajib Pajak untuk mengurus 

perizinan usahanya. 

(7) Nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari 

kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor 

registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang 

dipersamakan. 

(8) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

dilakukan melalui: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 



- 24 - 
 

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat; atau 

d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat 

elektronik Wajib Pajak. 

 

Paragraf 2 

Tata Cara Pendataan Objek Pajak 

 

Pasal 19 

Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan 

Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan 

menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, 

termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan 

administrasi perpajakan Daerah. 

 

Pasal 20 

(1) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

meliputi: 

a. Pendataan kantor; dan/atau 

b. Pendataan lapangan. 

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh petugas Pendataan. 

(3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan. 

 

Pasal 21 

(1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data 

Objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem 

informasi. 

(2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan data, baik 

secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait. 

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan kegiatan yang meliputi: 
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a. pengumpulan data Objek Pajak; dan 

b. pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari 

instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak 

lain sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Perundang-undangan tentang pemberian dan 

penghimpunan data dan informasi yang berkaitan 

dengan perpajakan, termasuk data elektronik. 

 

Pasal 22 

(1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara 

melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak 

dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak, atas 

data Objek Pajak. 

(2) Ruang lingkup Pendataan lapangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan data, baik 

secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait. 

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan kegiatan pengumpulan data Objek Pajak 

yang tidak atau belum dilaporkan. 

 

Pasal 23 

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak, 

menyatakan menolak untuk dilakukan Pendataan 

lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 

(1), Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak, harus 

menandatangani surat pernyataan penolakan 

Pendataan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak 

menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

petugas Pendataan membuat berita acara penolakan 

Pendataan yang ditandatangani oleh petugas Pendataan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak 

menyatakan menolak untuk dilakukan Pendataan 

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 
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menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

petugas Pendataan tetap melakukan Pendataan secara 

jabatan berdasarkan data dan/atau informasi yang 

dimiliki dan/atau diperoleh Bapenda. 

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan. 

 

Bagian Kedua 

Penetapan Besaran Pajak Terutang 

 

Pasal 24 

(1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang 

berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak dengan 

menggunakan SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala 

Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain 

yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan 

berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh 

Daerah. 

(3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau 

keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang 

lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan 

surat pendaftaran Objek Pajak yang disampaikan oleh 

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang 

dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling 

lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak. 

(5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif. 
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Bagian Ketiga 

Pembayaran dan Penyetoran 

 

Pasal 25 

(1) Pemungutan PAT dilarang diborongkan. 

(2) Wajib PAT melakukan pembayaran atau penyetoran 

Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. 

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 

sistem pembayaran berbasis elektronik. 

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum 

tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat 

dilakukan melalui pembayaran tunai. 

(5) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dilakukan 

oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke Kas Daerah melalui 

Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk 

oleh Bupati. 

(6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak 

terutang untuk PAT paling lama paling lama 1 (satu) 

bulan sejak tanggal terbit SKPD. 

 

 

BAB VII 

OPSEN 

 

Bagian Kesatu 

Pemungutan 

 

Pasal 26 

(1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari: 

a. PKB; 

b. BBNKB; dan 

(2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, 

nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik 

Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah. 
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(3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang 

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak 

sebesar 66% (enam puluh enam persen). 

(4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak 

terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB 

dan BBNKB. 

 

Bagian Kedua  

Rekonsiliasi Pajak 

 

Pasal 27 

(1) Kepala Bapenda dengan Bank persepsi pembayaran PKB 

dan BBNKB melakukan rekonsiliasi data penerima PKB 

dan BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB setiap 

bulan. 

(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit mencocokkan: 

a. SKPD atau SPTPD; 

b. SSPD; 

c. rekening koran bank; dan 

d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran 

Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran 

Pajak. 

 

BAB VIII 

PBJT 

 

Bagian Kesatu 

Pendaftaran dan Pendataan  

 

Paragraf 1 

Tata Cara Pendaftaran  

 

Pasal 28 

(1) Wajib PBJT, wajib mendaftarkan objek Pajaknya kepada 

Kepala Bapenda. 
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(2) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran 

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Bapenda menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau 

jenis penomoran lain yang dipersamakan. 

(3) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat 

pendaftaran Objek Pajak. 

(4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 

a. mengisi formulir pendaftaran Objek Pajak;dan 

b. NPWPD. 

(5) Bapenda menghimbau Wajib Pajak untuk mengurus 

perizinan usahanya. 

(6) Nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari 

kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor 

registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang 

dipersamakan. 

(7) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dilakukan melalui: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat; atau 

d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat 

elektronik Wajib Pajak. 

 

Pasal 29 

Ketentuan pendaftaran Objek PBJT sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 ayat (1), dikecualikan untuk: 

a. Objek PBJT yang bersifat insidentil; dan 

b. Wajib Pajak Penyedia Tenaga Listrik yang berstatus 

badan usaha milik negara atau badan usaha milik 

Daerah. 
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Paragraf 2 

Tata Cara Pendataan 

 

Pasal 30 

Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan 

Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan 

menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, 

termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan 

administrasi perpajakan Daerah. 

 

Pasal 31 

(1) Jenis pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

meliputi: 

a. pendataan kantor; dan/atau 

b. pendataan lapangan. 

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh petugas pendataan. 

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan. 

 

Pasal 32 

(1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

31 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data 

Objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem 

informasi. 

(2) Ruang lingkup pendataan kantor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan data, baik 

secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait. 

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan kegiatan yang meliputi: 

a. pengumpulan data Objek Pajak; dan 

b. pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari 

instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak 

lain sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Perundang-undangan tentang pemberian dan 
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penghimpunan data dan informasi yang berkaitan 

dengan perpajakan, termasuk data elektronik. 

 

Pasal 33 

(1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara 

melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak 

dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak, atas 

data Objek Pajak. 

(2) Ruang lingkup pendataan lapangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan data, baik 

secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait. 

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan kegiatan pengumpulan data Objek Pajak 

yang tidak atau belum dilaporkan. 

 

Pasal 34 

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak 

menyatakan menolak untuk dilakukan pendataan 

lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 

(1), Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak harus 

menandatangani surat pernyataan penolakan 

pendataan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak 

menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 

pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

petugas pendataan membuat berita acara penolakan 

pendataan yang ditandatangani oleh petugas pendataan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak 

menyatakan menolak untuk dilakukan pendataan 

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 

menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 

pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

petugas pendataan tetap melakukan pendataan secara 

jabatan berdasarkan data dan/atau informasi yang 

dimiliki dan/atau diperoleh Bapenda. 
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(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan. 

 

Bagian Kedua 

Pembayaran dan Penyetoran 

 

Pasal 35 

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.  

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran 

Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.  

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 

sistem pembayaran berbasis elektronik.  

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum 

tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat 

dilakukan melalui pembayaran tunai.  

(5) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dilakukan 

oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke Kas Daerah melalui 

Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk 

oleh Bupati. 

(6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak 

terutang untuk Pajak PBJT paling lama 10 (sepuluh) hari 

kerja setelah berakhirnya masa Pajak. 

 

Bagian Ketiga 

Pembukuan 

 

Pasal 36 

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau 

pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, 

dengan ketentuan:  

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 

peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun 

wajib menyelenggarakan pembukuan; dan  
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b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 

peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun 

dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau 

pencatatan.  

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan 

dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan 

keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.  

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan 

cara pembukuan.  

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data 

penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat 

digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang 

terutang.  

(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil 

pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara 

elektronik atau secara program aplikasi online 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan 

selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan 

atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di 

tempat kedudukan Wajib Pajak Badan. 

 

Bagian Keempat 

Pelaporan 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 37 

(1) Pemungutan PBJT dilakukan dengan cara sebagai 

berikut:  

a. sistem pelaporan; dan  

b. sistem Wajib Pungut. 
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(2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan langsung terhadap Wajib Pajak.  

(3) Sistem Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b adalah sebagai berikut:  

a. dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran 

SKPD/instansi vertikal/organisasi penerima hibah 

dan bansos dari realisasi belanja makanan 

dan/atau minuman dan realisasi belanja 

penginapan/hotel dengan sumber dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara dan Bendahara Belanja 

Pengeluaran Desa untuk kegiatan dengan sumber 

dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan 

b. hasil pemungutan pajak yang dilakukan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a disetorkan ke 

rekening kas daerah dengan menggunakan SSPD. 

 

Paragraf 2 

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD 

 

Pasal 38 

(1) Wajib Pajak PBJT wajib mengisi SPTPD.  

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 

Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak 

terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak. 

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Bupati melalui kepala Bapenda 

setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD 

sebagai bukti pelunasan Pajak. 

 

Pasal 39 

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

38 ayat (3) dilakukan setiap masa Pajak.  
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(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus 

dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan 

dilaporkan dalam SPTPD. 

(3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari 

kerja setelah berakhirnya masa Pajak. 

(4) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban 

pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa 

denda. 

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan STPD dalam 

satuan rupiah untuk setiap SPTPD. 

(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika Wajib Pajak 

mengalami keadaan kahar (force majeure). 

 

Pasal 40 

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat 

membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan 

menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala 

Bapenda, sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan. 

(2) Penyampaian pernyataan tertulis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik 

dan/atau secara langsung.  

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan 

SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun 

sebelum kedaluwarsa penetapan. 

(4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan 

SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan 

Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif 

berupa bunga.  
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(5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per 

bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung 

dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 

tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 

dihitung penuh I (satu) bulan. 

(6) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 

pokok Pajak yang kurang dibayar. 

 

Paragraf 3  

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD 

 

Pasal 41 

(1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik 

dan/atau secara langsung.  

(2) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, 

lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar.  

(3) Dalam hal SPTPD disampaikan secara langsung 

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.  

(4) SPTPD memuat:  

a. nama Wajib Pajak; 

b. NPWPD/NOPD; 

c. alamat Wajib Pajak; 

d. nama usaha/Objek Pajak; 

e. kegiatan/jenis usaha; 

f. alamat Objek Pajak; 

g. dasar pengenaan Pajak; 

h. masa Pajak; 

i. jumlah omset penerimaan Wajib Pajak; 

j. tarif Pajak; 

k. jumlah Pajak yang harus dibayar/Pajak terutang; 

l. jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar;  
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m. jumlah Pajak karena pembetulan; dan  

n. keterangan lain.  

 

Pasal 42 

Penyampaian SPTPD secara langsung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 ayat (1) untuk PBJT atas jasa perhotelan, 

hiburan, makanan atau minuman, dan parkir harus 

dilampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi 

dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa:  

a. rekapitulasi penerimaaan harian dan bulanan untuk 

masa Pajak yang bersangkutan;  

b. rekapitulasi penggunaan bill; dan  

c. bill atau bukti sejenisnya.  

 

Pasal 43  

Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi. 

 

Paragraf 4 

Penelitian SPTPD 

 

Pasal 44 

(1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang 

disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 ayat (1).  

(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi:  

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau 

penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;  

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan  

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau 

administrasi lainnya. 

(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat 

Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala 

Bapenda menerbitkan STPD.  
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(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak 

terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak 

yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya 

Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 

atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian 

informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, 

Kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan. 

 

 

BAB X 

PAJAK MBLB 

 

Bagian Kesatu 

Pendaftaran dan Pendataan  

 

Paragraf 1 

Tata Cara Pendaftaran  

 

Pasal 45 

(1) Wajib Pajak MBLB wajib mendaftarkan objek pajaknya 

kepada Kepala Bapenda. 

(2) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran 

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bapenda menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau 

jenis penomoran lain yang dipersamakan. 

(3) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat 

pendaftaran Objek Pajak.  

(4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 

a. mengisi formulir pendaftaran; dan 

b. NPWPD. 
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(5) Bapenda menghimbau Wajib Pajak untuk mengurus 

perizinan usahanya. 

(6) Nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari 

kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor 

registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang 

dipersamakan.  

(7) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dilakukan melalui:  

a. secara langsung; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat; atau 

d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat 

elektronik Wajib Pajak. 

 

Paragraf 2 

Tata Cara Pendataan 

 

Pasal 46 

Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan 

Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan 

menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, 

termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan 

administrasi perpajakan Daerah. 

 

Pasal 47 

(1) Jenis pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

meliputi: 

a. pendataan kantor; dan/atau 

b. pendataan lapangan. 

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh petugas pendataan. 

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan. 
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Pasal 48 

(1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

47 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data 

Objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem 

informasi. 

(2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan data, baik 

secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait. 

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan kegiatan yang meliputi: 

a. pengumpulan data Objek Pajak; dan 

b. pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari 

instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak 

lain sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tentang pemberian dan 

penghimpunan data dan informasi yang berkaitan 

dengan perpajakan, termasuk data elektronik. 

 

Pasal 49 

(1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara 

melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak 

dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak, atas 

data Objek Pajak. 

(2) Ruang lingkup pendataan lapangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan data, baik 

secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait. 

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan kegiatan pengumpulan data Objek Pajak 

yang tidak atau belum dilaporkan.  

 

Pasal 50 

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak 

menyatakan menolak untuk dilakukan pendataan 

lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 

(1), Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak harus 
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menandatangani surat pernyataan penolakan 

pendataan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak 

menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 

pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

petugas pendataan membuat berita acara penolakan 

pendataan yang ditandatangani oleh petugas pendataan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak 

menyatakan menolak untuk dilakukan pendataan 

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 

menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 

pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

petugas pendataan tetap melakukan pendataan secara 

jabatan berdasarkan data dan/atau informasi yang 

dimiliki dan/atau diperoleh Bapenda. 

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan. 

 

Bagian Kedua 

Pembayaran dan Penyetoran 

 

Pasal 51 

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.  

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran 

Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.  

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 

sistem pembayaran berbasis elektronik.  

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum 

tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat 

dilakukan melalui pembayaran tunai.  

(5) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dilakukan 

oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke Kas Daerah melalui 

Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk 

oleh Bupati.  
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(6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak 

terutang untuk Pajak MBLB paling lama 10 (sepuluh) 

hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.  

 

Bagian Ketiga 

Pembukuan 

 

Pasal 52 

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau 

pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, 

dengan ketentuan:  

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 

peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun 

wajib menyelenggarakan pembukuan; dan  

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 

peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun 

dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau 

pencatatan.  

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan 

dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan 

keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.  

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan 

cara pembukuan.  

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data 

penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat 

digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang 

terutang.  

(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil 

pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara 

elektronik atau secara program aplikasi online 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan 
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selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan 

atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di 

tempat kedudukan Wajib Pajak Badan. 

 

Bagian Keempat 

Pelaporan 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 53 

(1) Pemungutan PBJT dilakukan dengan cara sebagai 

berikut:  

a. sistem pelaporan; dan  

b. sistem Wajib Pungut. 

(2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan langsung terhadap Wajib Pajak. 

(3) Sistem Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b adalah sebagai berikut:  

a. dilakukan Bendahara Pengeluaran SKPD/instansi 

vertikal/organisasi penerima hibah dan bansos 

untuk pekerjaan konstruksi dengan sumber dana 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 

Bendahara Pengeluaran Desa untuk pekerjaan 

konstruksi dengan sumber dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa; 

b. dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan 

jasa pemborongan pekerjaan konstruksi di 

Kabupaten Dairi; 

c. dasar pengenaan pajak MBLB dihitung berdasarkan 

komponen bahan material yang tertuang dalam 

Rencana Anggaran dan Biaya didasarkan atas 

analisis kebutuhan bahan MBLB dikalikan volume 

dan harga standar bahan MBLB;   



- 44 - 
 

d. harga standar MBLB yang dipakai dalam 

menghitung Pajak MBLB adalah harga standar yang 

ditetapkan oleh Gubernur; 

e. analisis perhitungan Pajak MBLB dibuat oleh 

tenaga teknis dari SKPD/instansi 

vertikal/organisasi penerima hibah dan 

bansos/desa pemilik pekerjaan konstruksi dan 

diketahui pimpinan/kepala SKPD/ instansi 

vertikal/organisasi penerima hibah dan 

bansos/desa; 

f. analisis perhitungan Pajak MBLB menjadi dasar 

bagi Bendahara Pengeluaran dalam menerbitkan 

SSPD; 

g. SSPD yang dikeluarkan oleh bendahara 

pengeluaran SKPD/instansi vertikal/organisasi 

penerima hibah dan bansos menjadi dasar bagi 

rekanan untuk menyetorkan Pajak MBLB ke 

Rekening Kas Daerah Kabupaten Dairi; 

h. rekanan yang telah menyetorkan Pajak MBLB wajib 

menyampaikan SSPD yang telah divalidasi bank ke 

Bendahara Pengeluaran dan selanjutnya 

Bendahara Pengeluaran menyampaikan SSPD 

tersebut ke Bapenda pada saat rekonsiliasi 

penerimaan setiap bulannya paling lambat tanggal 

10 (sepuluh); 

i. khusus Bendahara Pengeluaran Desa menyetorkan 

langsung Pajak MBLB berdasarkan SSPD; 

j. Bendahara Pengeluaran yang tidak melakukan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

huruf g, huruf h dan huruf i akan dikenakan sanksi 

administratif berupa pemberian surat teguran 

kesatu dan kedua dengan tenggang waktu masing-

masing 7 (tujuh) hari; 

k. dalam hal Bendahara Pengeluaran sebagaimana 

dimaksud huruf a tidak menindaklanjuti surat 

teguran pertama dan teguran kedua maka 

dilakukan Pemeriksaan Pajak Daerah; 
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l. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan 

tanda bukti pembayaran pajak MBLB dikenakan 

pajak dengan ketentuan sebagai berikut:  

1) rekanan yang melakukan pengajuan 

pembayaran wajib melampirkan RAB dari 

kontrak; 

2) berdasarkan kontrak dimaksud, Wajib Pajak 

terlebih dahulu ke Bapenda untuk 

menyampaikan SPTPD; 

3) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak 

MBLB berdasarkan SPTPD; dan 

4) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD, 

maka akan diterbitkan SKPD secara jabatan. 

 

Paragraf 2 

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD 

 

Pasal 54 

(1) Wajib Pajak MBLB wajib mengisi SPTPD.  

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 

Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak 

terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak. 

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Bupati melalui kepala Bapenda 

setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD 

sebagai bukti pelunasan Pajak. 

 

Pasal 55 

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

54 ayat (4) dilakukan setiap masa Pajak.  

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus 
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dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan 

dilaporkan dalam SPTPD. 

(3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari 

kerja setelah berakhirnya masa Pajak. 

(4) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban 

pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

54 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa 

denda. 

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan STPD dalam 

satuan rupiah untuk setiap SPTPD. 

(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika Wajib Pajak 

mengalami keadaan kahar (force majeure). 

 

Pasal 56 

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat 

membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan 

menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala 

Bapenda, sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan. 

(2) Penyampaian pernyataan tertulis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik 

dan/atau secara langsung.  

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan 

SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun 

sebelum kedaluwarsa penetapan. 

(4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan 

SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan 

Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif 

berupa bunga.  

(5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per 

bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung 
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dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 

tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 

dihitung penuh I (satu) bulan. 

(6) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 

pokok Pajak yang kurang dibayar. 

 

 Paragraf 3 

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD 

 

Pasal 57 

(1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 ayat (4) dapat dilakukan secara elektronik 

dan/atau secara langsung.  

(2) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, 

lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar.  

(3) Dalam hal SPTPD disampaikan secara langsung 

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.  

(4) SPTPD memuat:  

a. nama Wajib Pajak; 

b. NPWPD/NOPD; 

c. alamat Wajib Pajak; 

d. nama usaha/Objek Pajak; 

e. kegiatan/jenis usaha; 

f. alamat Objek Pajak; 

g. dasar pengenaan Pajak; 

h. masa Pajak; 

i. jumlah kubikasi/volume MBLB; 

j. tarif Pajak; 

k. jumlah Pajak yang harus dibayar/Pajak terutang; 

l. jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar;  

m. jumlah Pajak karena pembetulan; dan  

n. keterangan lain.  
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Pasal 58 

Penyampaian SPTPD secara langsung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 57 ayat (1) harus dilampirkan dokumen atau 

keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang 

terutang berupa rekapitulasi bulanan untuk masa Pajak yang 

bersangkutan.  

 

Pasal 59 

Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi. 

 

Paragraf 4 

Penelitian SPTPD 

 

Pasal 60 

(1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang 

disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 57 ayat (1).  

(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi:  

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau 

penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;  

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan  

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan atau 

administrasi lainnya. 

(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat 

Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala 

Bapenda menerbitkan STPD.  

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak 

terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak 

yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya 

Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 

atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 
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(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian 

informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, 

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat 

melakukan Pemeriksaan. 

 

 

BAB XI 

PAJAK SARANG  BURUNG WALET 

 

Bagian Kesatu 

Pendaftaran dan Pendataan  

 

Paragraf 1 

Tata Cara Pendaftaran  

 

Pasal 61 

(1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan 

objek pajaknya kepada Kepala Bapenda. 

(2) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran 

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Bapenda menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau 

jenis penomoran lain yang dipersamakan. 

(3) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat 

pendaftaran Objek Pajak.  

(4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 

a. mengisi formulir pendaftaran; dan 

b. NPWPD. 

(5) Bapenda menghimbau Wajib Pajak untuk mengurus 

perizinan usahanya. 

(6) Nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari 

kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor 
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registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang 

dipersamakan.  

(7) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dilakukan melalui:  

a. secara langsung;  

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat; atau 

d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat 

elektronik Wajib Pajak. 

 

Paragraf 2  

Tata Cara Pendataan 

 

Pasal 62 

Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan 

Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan 

menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, 

termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan 

administrasi perpajakan Daerah. 

 

Pasal 63 

(1) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 

meliputi: 

a. pendataan kantor; dan/atau 

b. pendataan lapangan. 

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh petugas pendataan. 

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan. 

 

Pasal 64 

(1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

63 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data 
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Objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem 

informasi. 

(2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan data, baik 

secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait. 

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan kegiatan yang meliputi: 

a. pengumpulan data Objek Pajak; dan 

b. pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari 

instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak 

lain sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tentang pemberian dan 

penghimpunan data dan informasi yang berkaitan 

dengan perpajakan, termasuk data elektronik. 

 

Pasal 65 

(1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 63 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara 

melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak 

dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak, atas 

data Objek Pajak. 

(2) Ruang lingkup Pendataan lapangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan data, baik 

secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait. 

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan kegiatan pengumpulan data Objek Pajak 

yang tidak atau belum dilaporkan. 

 

Pasal 66 

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak 

menyatakan menolak untuk dilakukan pendataan 

lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 

(1), Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak harus 

menandatangani surat pernyataan penolakan 

pendataan. 
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(2) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak 

menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 

pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

petugas pendataan membuat berita acara penolakan 

pendataan yang ditandatangani oleh petugas pendataan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak 

menyatakan menolak untuk dilakukan pendataan 

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 

menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 

pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

petugas pendataan tetap melakukan pendataan secara 

jabatan berdasarkan data dan/atau informasi yang 

dimiliki dan/atau diperoleh Bapenda. 

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan. 

 

Bagian Kedua 

Pembayaran dan Penyetoran 

 

Pasal 67 

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.  

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran 

Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.  

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 

sistem pembayaran berbasis elektronik.  

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum 

tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat 

dilakukan melalui pembayaran tunai.  

(5) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dilakukan 

oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke Kas Daerah melalui 

Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk 

oleh Bupati. 

(6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak 

terutang untuk Pajak Sarang Burung Walet paling lama 

10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak. 
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Bagian Ketiga 

Pembukuan 

 

Pasal 68 

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau 

pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, 

dengan ketentuan:  

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 

peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun 

wajib menyelenggarakan pembukuan; dan  

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 

peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun 

dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau 

pencatatan.  

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan 

dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan 

keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.  

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

cara pembukuan.  

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data 

penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat 

digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang 

terutang.  

(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil 

pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara 

elektronik atau secara program aplikasi online 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan 

selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan 

atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di 

tempat kedudukan Wajib Pajak Badan. 
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Bagian Keempat 

Pelaporan 

 

Paragraf 1 

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD 

 

Pasal 69 

(1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mengisi SPTPD.  

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 

pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.  

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak 

terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak. 

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Bupati melalui kepala Bapenda 

setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD 

sebagai bukti pelunasan Pajak.  

 

Pasal 70 

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

69 ayat (3) dilakukan pada periode tertentu. 

(2) Periode tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan periode penjualan Sarang Burung Walet.  

(3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari 

kerja setelah periode tertentu. 

(4) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban 

pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

69 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa 

denda. 

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan STPD dalam 

satuan rupiah untuk setiap SPTPD. 

(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika Wajib Pajak 

mengalami keadaan kahar (force majeure).  
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Pasal 71 

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat 

membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan 

menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala 

Bapenda, sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan. 

(2) Penyampaian pernyataan tertulis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik 

dan/atau secara langsung.  

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan 

SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun 

sebelum kedaluwarsa penetapan. 

(4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan 

SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan 

Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif 

berupa bunga.  

(5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per 

bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung 

dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 

tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(6) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 

pokok Pajak yang kurang dibayar. 

 

Paragraf 2 

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD 

 

Pasal 72 

(1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 69 ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik 

dan/atau secara langsung.  
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(2) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, 

lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar.  

(3) Dalam hal SPTPD disampaikan secara langsung 

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.  

(4) SPTPD memuat:  

a. nama Wajib Pajak; 

b. NPWPD/NOPD; 

c. alamat Wajib Pajak; 

d. nama usaha/Objek Pajak; 

e. kegiatan/jenis usaha; 

f. alamat Objek Pajak; 

g. dasar pengenaan Pajak; 

h. masa Pajak; 

i. jumlah berat Sarang Burung Walet terjual; 

j. harga Sarang Burung Walet terjual; 

k. tarif Pajak; 

l. jumlah Pajak yang harus dibayar/Pajak terutang; 

m. jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar;  

n. jumlah Pajak karena pembetulan; dan  

o. keterangan lain.  

 

Pasal 73 

Penyampaian SPTPD secara langsung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 72 ayat (1) harus dilampirkan dokumen atau 

keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang 

terutang berupa rekapitulasi penerimaaan bulanan untuk 

masa Pajak yang bersangkutan.  

 

Pasal 74 

Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 72 ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi. 
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Paragraf 3 

Penelitian SPTPD 

 

Pasal 75 

(1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang 

disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 69 ayat (1).  

(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi:  

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau 

penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;  

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan  

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan atau 

administrasi lainnya 

(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat 

Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala 

Bapenda menerbitkan STPD.  

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak 

terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak 

yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya 

Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 

atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian 

informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, 

Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan. 
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BAB XII 

PENGHAPUSAN NPWPD, NOMOR REGISTRASI, NOPD,  

DAN/ATAU JENIS PENOMORAN LAIN 

 

Pasal 76 

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi syarat 

subjektif dan objektif sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan, Kepala Bapenda dapat 

melakukan penonaktifan dan/atau penghapusan 

NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis 

penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau 

atas dasar permohonan Wajib Pajak. 

(2) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 

registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang 

dipersamakan secara jabatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak: 

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan 

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa 

keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan 

kembali. 

(3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 

registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang 

dipersamakan yang dilakukan atas dasar permohonan 

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan dengan syarat: 

a. surat permohonan penonaktifan atau penghapusan 

NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis 

penomoran lain yang dipersamakan; 

b. melampirkan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, 

dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan 

yang diajukan penonaktifan atau penghapusan; 

c. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis 

dari instansi yang berwenang untuk Wajib Pajak 

yang meninggal dunia; 

d. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak 

telah meninggalkan Indonesia untuk selama-

lamanya; 
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e. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak 

badan telah dibubarkan, untuk Wajib Pajak badan; 

dan/atau 

f. dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

dilakukan secara tertulis atau secara elektronik. 

(5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 

registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan berdasarkan hasil Penelitian atau verifikasi. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, 

penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 

registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang 

dipersamakan tidak menghapus utang pajak.  

 

Pasal 77 

(1) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, 

nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain 

yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) 

dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala 

Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka 

waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima 

secara lengkap. 

(2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu       

3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap 

disetujui. 

 

Pasal 78 

Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan penonaktifan 

atau penghapusan terhadap NPWPD, nomor registrasi, NOPD, 

dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan,       

petugas menyampaikan pemberitahuan penonaktifan atau 

penghapusan secara langsung atau melalui pos dan surat 
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elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib 

Pajak. 

 

 

BAB XV 

PENAGIHAN 

 

Bagian Kesatu 

Surat Ketetapan Pajak Daerah  

 

Pasal 79 

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak 

terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis 

Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri 

oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam           

Pasal 3 ayat (2). 

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau 

tidak dibayar berdasarkan:  

a. hasil Pemeriksaan; atau  

b. penghitungan secara jabatan karena: 

1) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD 

dalam jangka waktu tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Pasal 55 

ayat (3) dan/atau Pasal 70 ayat (3) dan telah 

ditegur secara tertulis namun tidak 

disampaikan pada waktunya sebagaimana 

ditentukan dalam Surat Teguran; atau  

2) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 

(1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), atau 

dalam pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak 

yang diperiksa tidak: 

a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan 

buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang 
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berhubungan dengan objek Pajak dan 

objek Retribusi yang terutang; 

b) memberikan kesempatan untuk 

memasuki tempat atau ruangan yang 

dianggap perlu dan memberikan bantuan 

guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau 

c) memberikan keterangan yang diperlukan. 

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau 

data yang semula belum terungkap dan menyebabkan 

penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan 

Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.  

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya 

dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang 

dan tidak ada kredit Pajak.  

 

Pasal 80 

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan, terdapat 

kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan 

SKPDLB. 

 

Pasal 81 

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a 

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 

l,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak 

yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat 

terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian 

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan 

diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b 

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 
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2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang 

kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat 

terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian 

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan 

diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya 

Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa: 

a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari 

pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf 

a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b; atau 

b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 

pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak 

selain yang dimaksud pada huruf a.  

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam 

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 

(3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 

sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan 

Pajak yang terutang dalam SKPDKBT. 

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

bulan sejak tanggal diterbitkan.   

 

Bagian Kedua 

Surat Tagihan Pajak 

 

Pasal 82 

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak 

terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan 

STPD. 

(2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis 

Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:  

a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang 

dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;  
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b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau 

kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; 

atau  

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda.  

(3) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis 

Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri 

oleh Wajib Pajak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) dalam hal:  

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;  

b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan 

pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah 

hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh 

Wajib Pajak;  

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, 

Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding 

yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 

pembayaran; atau  

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda.  

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, 

berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah 

dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga 

sebesar l% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak 

yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo 

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk 

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 

sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma 

enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau 

kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo 

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk 
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jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 

sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

 

Bagian Ketiga 

Surat Tagihan Pajak   

 

Pasal 83 

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 

Banding merupakan dasar Penagihan Pajak. 

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau 

pelunasan, dapat dilakukan imbauan. 

(3) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan sebelum diterbitkannya surat teguran, 

diberikan melalui surat imbauan atau melalui media 

lainnya. 

(4) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh 

tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan 

Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai perpajakan. 

 

Pasal 84 

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) Bupati berwenang 

menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan. 

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang: 

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; 

dan 
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b. menerbitkan: 

1. surat teguran; 

2. surat perintah penagihan seketika dan 

sekaligus; 

3. surat paksa; 

4. surat perintah melaksanakan penyitaan; 

5. surat perintah penyanderaan; 

6. surat pencabutan sita; 

7. pengumuman lelang; 

8. surat penentuan harga limit; 

9. pembatalan lelang; dan 

10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan 

Penagihan Pajak. 

(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Ketiga 

Surat Teguran, Surat Peringatan  

atau Surat Penagihan 

 

Pasal 85 

(1) Tindakan pelaksanaan penagihan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) diawali dengan 

penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat 

lain yang sejenis oleh Pejabat setelah 7 (tujuh) hari sejak 

saat jatuh tempo pembayaran.  

(2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang 

sejenis diterbitkan untuk menegur atau 

memperingatkan kepada Wajib Pajak atau Penanggung 

Pajak untuk melunasi utang pajaknya guna menghindari 

dilakukannnya tindakan penagihan. 

(3) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan sebagai 

berikut: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos; dan/ atau 

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat. 
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(4) Khusus untuk Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang 

telah disetujui untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau 

ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat 

Teguran. 

(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan 

setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa 

tanpa didahului Surat Teguran. 

(6) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar 

tidak dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 

setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender 

sejak diterbitkannya Surat Teguran, Surat Peringatan 

atau surat lain yang sejenis, Pejabat segera menerbitkan 

Surat Paksa. 

 

Bagian Keempat 

Surat Perintah Penagihan Seketika  

atau Sekaligus 

 

Pasal 86 

(1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan 

sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo surat 

teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenisnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) apabila: 

a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia 

untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; 

b. penanggung Pajak memindahtangankan barang 

yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka 

menghentikan atau mengecilkan kegiatan 

usahanya, atau pekerjaan yang dilakukannya           

di Indonesia; 

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak 

akan membubarkan badan usahanya, atau 

menggabungkan usahanya, atau memekarkan 

usahanya, atau memindahtangankan perusahaan 
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yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan 

perubahan bentuk lainnya; 

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan 

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak 

oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda 

kepailitan. 

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 

sekurang-kurangnya memuat: 

a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan 

Penanggung Pajak; 

b. besarnya utang pajak; 

c. perintah untuk membayar; dan 

d. saat pelunasan pajak. 

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 

diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa. 

 

Bagian Kelima 

Surat Paksa   

 

Pasal 87 

(1) Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN  

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", 

mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan 

hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat: 

a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan 

Penanggung Pajak; 

b. dasar penagihan; 

c. besarnya utang pajak; dan 

d. perintah untuk membayar. 

 

Pasal 88 

Surat Paksa diterbitkan apabila: 

a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai 

dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya 
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telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan 

atau surat lain yang sejenis; atau 

b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan 

penagihan seketika dan sekaligus; atau 

c. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana tercantum dalam Keputusan Persetujuan 

Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak. 

 

Pasal 89  

(1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat 

atau sebab lain, Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan 

oleh Pejabat karena Jabatan. 

(2) Surat Paksa Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan 

berkedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1). 

 

Pasal 90 

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan 

pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada 

Penanggung Pajak. 

(2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang 

sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal 

pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama 

yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat 

Paksa. 

(3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh 

Jurusita Pajak kepada: 

a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha 

atau di tempat lain yang memungkinkan; 

b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama 

ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung 

Pajak, apabila Penanggung Pajak yang 

bersangkutan tidak dapat dijumpai; 
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c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau 

yang mengurus harta peninggalannya, apabila 

Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta 

warisan belum dibagi; atau 

d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal 

dunia dan harta warisan telah dibagi;  

e. Dalam hal ahli waris belum dewasa, Surat Paksa 

diserahkan kepada wali atau pengampunya. 

(4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh 

Jurusita Pajak kepada: 

a. pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal 

baik di tempat kedudukan badan yang 

bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di 

tempat lain yang memungkinkan; atau 

b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat 

usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita 

pajak tidak dapat menjumpai salah seorang 

sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa 

diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta 

Peninggalan dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan 

bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan 

kepada orang atau badan yang dibebani untuk 

melakukan pemberesan, atau likuidator. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan 

surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan 

kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan 

kepada penerima kuasa dimaksud. 

(7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat 

dilaksanakan karena Jurusita tidak menjumpai seorang 

pun sebagai pihak yang dapat diberikan dan 

diberitahukan Surat Paksa dimaksud maka Surat Paksa 

disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat, 

sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan 

atau Sekretaris Desa dimana Wajib Pajak bertempat 

tinggal atau melakukan kegiatan usahanya dengan 
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membuat berita acara dan selanjutnya Surat Paksa 

dimaksud akan diserahkan segera kepada Wajib Pajak 

atau Penanggung Pajak bersangkutan. 

(8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak 

diketahui tempat tinggalnya, tempat usahanya, atau 

tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa 

dilaksanakan dengan cara: 

a. menempelkan Surat Paksa pada papan 

pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya; 

b. mengumumkan Surat Paksa tersebut melalui media 

massa; dan/atau 

c. dengan cara lain.  

(9) Dalam hal surat Paksa harus dilaksanakan di luar 

wilayah Daerah, Pejabat meminta bantuan kepada 

Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat 

pelaksanaan Surat Paksa. 

(10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan 

tidakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat 

yang meminta bantuan. 

(11) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menolak atau 

menerima Surat Paksa maka Jurusita Pajak:  

a. meninggalkan Surat Paksa dimaksud di tempat 

tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan 

Penanggung Pajak;  

b. menuangkan dalam berita acara bahwa 

Penanggung Pajak tidak mau atau menolak 

menerima salinan Surat Paksa dan Surat Paksa 

dianggap telah diberitahukan. 

(12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau kuasanya 

tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat 

Paksa.  

 

Pasal 91 

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan 

penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh 
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empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 90. 

 

Bagian Keenam  

Penyitaan 

 

Pasal 92 

(1) Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung 

Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 91, Pejabat menerbitkan Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan. 

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan 

disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang 

telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita 

Pajak, dan dapat dipercaya. 

(3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak 

membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang 

ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak 

dan saksi-saksi. 

(4) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita 

Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, 

kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, 

pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan. 

(5) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan 

tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari 

Pemerintah Daerah setempat. 

(6) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh 

Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita 

Pajak dan saksi-saksi. 

(7) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai 

kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak 

menolak menandatangani Berita abara Pelaksanaan Sita 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat 

ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak 
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bergerak yang disita atau di tempat barang bergerak atau 

barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau di 

tempat-tempat umum. 

(9) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel 

sita. 

 

Pasal 93  

(1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang 

dikecualikan dari penyitaan adalah: 

a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya 

yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan kelurga 

yang menjadi tanggungannya; 

b. persediaan makan dan minuman untuk keperluan 

satu bulan beserta peralatan memasak yang berada 

dirumah, termasuk obat-obatan yang dipergunakan 

Penanggung Pajak beserta keluarganya; 

c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas 

yang diperoleh dari Negara; 

d. buku-buku berkaitan dengan jabatan atau 

pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang 

dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan 

keilmuan; 

e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih 

digunakan untuk melaksanakan atau usaha sehari-

hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau 

f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh 

Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi 

tanggungannya. 

(2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat 

busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang. 

(4) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan 

dari penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 94 

(1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung 

Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang 

dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di 

tempat lain. 

(2) Tempat lain sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

tempat yang digunakan sebagai tempat penitipan barang 

yang telah disita oleh Jurusita Pajak seperti kantor 

pegadaian, bank, kantor pos, dan/atau tempat lainnya. 

(3) Dasar pertimbangan Jurusita Pajak untuk menentukan 

apakah barang Penanggung Pajak yang telah disita perlu 

dititipkan di kantor Pejabat atau tempat lain antara lain: 

a. resiko kehilangan, kecurian atau kerusakan; 

dan/atau 

b. jenis, sifat, ukuran atau jumlah barang telah disita. 

 

Pasal 95 

(1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo 

rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan 

pemblokiran terlebih dahulu. 

(2) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang 

yang kepemilikannya terdaftar, salinan Berita Acara 

pelaksanaan sita diserahkan kepada instansi tempat 

kepemilikan barang dimaksud didaftar. 

(3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang 

tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, 

Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara 

pelaksanaan sita kepada Pengadilan Negeri untuk 

diumumkan menurut cara yang lazim. 
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Pasal 96  

(1) Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau 

Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, 

Jurusita Pajak menyampaikan Suarat Paksa dengan 

dilampiri surat pemberitahuan yang dinyatakan bahwa 

barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian 

telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti 

dikembalikan kepada Penanggung Pajak. 

(2) Kejaksaan atau Kepolisian segera memberitahukan 

kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa agar 

segera melaksanakan penyitaan sebelum barang 

dimaksud dikembalikan kepada Penanggung Pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Dalam hal barang yang disita oleh Kejaksaan atau 

Kepolisian telah dikembalikan kepada Penanggung Pajak 

tanpa pemberitahuan kepada Pejabat, penyitaan 

terhadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan. 

 

Pasal 97 

(1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang 

yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau Instansi 

lainnya yang berwenang. 

(2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan 

Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau Instansi 

lainnya yang berwenang. 

(3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah 

disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak. 

(4) Instansi lain yang berwewenang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan 

barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan 

pelunasan utang pajak. 

(5) Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwewenang 

menentukan hasil pembagian hasil penjualan barang 
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dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu 

Negara untuk tagihan pajak. 

(6) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala 

hak mendahulu lainnya, kecuali: 

a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu 

penghukuman untuk melelang suatu barang 

bergerak dan/atau barang tidak bergerak; 

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan 

barang dimaksud; dan/atau 

c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan 

pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. 

(7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada 

Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar 

pembagian hasil lelang. 

 

Pasal 98 

(1) Dalam hal obyek sita berada diluar wilayah kerja pejabat, 

pejabat dapat meminta bantuan kepada pejabat yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada 

untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan terhadap obyek sita dimaksud kecuali 

ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati. 

(2) Dalam hal obyek sita letaknya berjauhan dengan tempat 

kedudukan Pejabat tetapi masih dalam wilayah 

kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan 

kepada pejabat yang wilayah kerjanya juga melliputi 

tempat obyek sita berada untuk menerbitkan Surat 

Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

(3) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan pelaksanaan 

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud 

kepada pejabat yang meminta batuan segera setelah 

penyitaan dilaksanakan dengam mengirimkan Berita 

Acara Pelaksanaan Sita. 
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Pasal 99  

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan tanpa perlu 

menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan yang baru 

apabila: 

a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 92 nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya 

penagihan pajak dan utang pajak; dan/atau 

b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk 

melunasi biaya penagihan pajak. 

 

Pasal 100 

(1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak 

telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak 

atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan 

badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan 

Keputusan Bupati. 

(2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang 

diterbitkan oleh Pejabat. 

(3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang 

yang kepemilikannya terdaftar, tindakan Surat 

Pencabutan Sita disampaikan kepada instansi tempat 

barang tersebut terdaftar. 

 

Pasal 101 

(1) Karena penguasaan barang yang disita telah beralih dari 

Penganggung Pajak kepada Pejabat, maka Penanggung 

Pajak dilarang: 

a. Memindahkan hak, memindahtangankan, 

menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, 

menghilangkan, atau merusak barang yang telah 

disita; 

b. membebani barang tidak bergerak yang telah sita 

dengan hak jaminan untuk pelunasan utang 

tertentu; 
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c. membebani barang bergerak yang telah disita 

dengan fidusia atau diganakan untuk pelunasan 

utang tertentu; dan/atau 

d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita 

atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang 

telah ditempel pada barang sita. 

(2) Tata cara penyitaan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Ketujuh 

Pelelangan 

 

Pasal 102 

(1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak 

tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat 

berwenang melaksanakan penjualan secara lelang 

terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. 

(2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito 

berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, 

saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan 

penyertaan modal pada perusahaan lainnya, piutang 

dan penyertaan modal pada perusahaan lain, 

dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan 

utang pajak dengan cara: 

a. uang tunai disetor ke Kas Daerah; 

b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening 

koran, giro, atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke 

rekening kas negara atau Kas Daerah atas 

permintaan Pejabat kepada Bank yang 

bersangkutan; 

c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang 

diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek 

atas perintah Pejabat; 
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d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang 

tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual 

oleh Pejabat; 

e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang 

pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak 

kepada Pejabat; 

f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan 

akte persetujuan pengalihan hak menjual dari 

Penanggung Pajak kepada Pejabat. 

(4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya 

penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil 

penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(5) Tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari 

penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 103 

(1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) 

dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari 

setelah penyitaan. 

(2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari 

setelah penyitaan. 

(3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 

(satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 

(dua) kali. 

(4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling 

banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak 

harus diumumkan melalui media massa. 

(5) Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang 

disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor 

Lelang sebelum lelang dilaksanakan. 

(6) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan 

lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang 

yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang. 
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(7) Pejabat dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli 

barang sitaan yang dilelang. 

(8) Larangan terhadap Pejabat dan Jurusita Pajak untuk 

membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga 

terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam 

keturunan garis lurus, serta anak angkat. 

(9) Pejabat dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(10) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus 

diumumkan melalui media massa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

 

Pasal 104 

(1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan 

yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh 

keputusan keberatan. 

(2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh 

Penanggung Pajak. 

(3) Lelang tidak dapat dilaksanakan apabila Penanggung 

Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan 

pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau 

putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, atau obyek 

lelang musnah. 

 

Pasal 105 

(1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk 

membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar 

dan sisanya untuk membayar utang pajak 

(2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan 

pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 

1% (satu persen) dari pokok lelang. 
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(3) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang 

cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang 

pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang 

yang akan dilelang masih ada. 

(4) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang 

dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak 

segera setelah pelaksanaan lelang. 

(5) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(6) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang 

berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan 

Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai 

dasar pendaftaran dan pengalihan hak. 

 

Bagian Kedelapan 

Pencegahan dan Penyanderaan 

 

Pasal 106 

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung 

Pajak yang mempunyai jumlah hutang pajak sekurang-

kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi hutang pajak. 

 

Pasal 107 

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 

hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan 

pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri atas 

permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang 

bersangkutan. 

(2) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: 

a. indentitas Penanggung Pajak yang dikenakan 

pencegahan; 

b. alasan untuk melakukan pencegahan; dan 
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c. jangka waktu pencegahan; 

(3) Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c paling lama 6 (enam) bulan dan dapat 

diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan. 

(4) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan kepada Penanggung Pajak yang 

dikenakan pencegahan, Menteri Hukum dan Hak Azasi 

Manusia, Pejabat yang memohon pencegahan, atasan 

Pejabat yang bersangkutan dan Bupati. 

(5) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa 

orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak badan atau 

ahli waris. 

 

Pasal 108 

Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak 

mengakibatkan hapusnya hutang pajak dan terhentinya 

pelaksanaan Penagihan Pajak. 

 

Pasal 109 

Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 110 

(1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap 

Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak 

sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya 

dalam melunasi utang pajak. 

(2) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah 

Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah 

mendapat izin tertulis dari Gubernur. 

(3) Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan 

dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) 

bulan. 
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(4) Surat Perintah penyanderaan dimaksud pada ayat (2) 

memuat sekurang-kurangnya: 

a. indentitas Penanggung Pajak; 

b. alasan penyanderaan;  

c. izin penyanderaan;  

d. lamanya penyanderasan; dan 

e. tempat penyanderaan. 

(5) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal 

Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang 

mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti 

Pemilihan Umum. 

(6) Besarnya jumlah utang pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan dalam Pasal 106 dapat diubah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 111 

(1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas: 

a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak 

telah 

dibayar lunas; 

b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat 

perintah penyanderaan itu telah terpenuhi; 

c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 

d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Gubernur. 

(2) Sebelum Penanggung Pajak dilepas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, 

Pejabat segera memberitahukan secara tertulis kepada 

tempat penyanderaan sebagaimana tercantum dalam 

Surat Perintah Penyanderaan. 

(3) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan 

gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya 

kepada Pengadilan Negeri. 

(4) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dikabulkan dan putusan 

pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama 
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baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah 

dijalaninya. 

(5) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari. 

(6) Perubahan besarnya nilai ganti rugi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(7) Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan 

terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa 

penyanderaan berakhir. 

 

Pasal 112 

Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak 

mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya 

pelaksanaan penagihan pajak. 

 

Pasal 113 

Tempat penyanderaan, tata cara penyanderaan, rehabilitasi 

nama baik Penanggung Pajak, dan pemberian ganti rugi 

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Kesembilan 

Gugatan 

 

Pasal 114 

(1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat 

Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau 

Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada 

badan peradilan pajak. 

(2) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak 

dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi 

kepada Pejabat. 
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(3) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

(4) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(5) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat 

belas) hari sejak Surat Paksa, sita, atau pengumuman 

lelang dilaksanakan. 

 

Pasal 115 

(1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang 

yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan 

Negeri. 

(2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 

secara tertulis kepada Pejabat. 

(3) Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak 

hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya 

sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). 

(4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang 

yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang 

dilaksanakan. 

 

Bagian Kesepuluh 

Ketentuan Khusus 

 

Pasal 116 

(1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan 

pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap 

Surat Teguran atau surat Peringatan atau surat lain 

yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan 

Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman 

Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam 

penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. 
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(2) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari 

sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan atas 

permohonan yang diajukan. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) Pejabat tidak memberikan keputusan, 

permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan 

dan penagihan ditunda untuk sementara waktu. 

(4) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat 

Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat 

Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat 

Perintah Penyanderaan, dan Pengumuman Lelang yang 

dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau 

kekeliruan. 

(5) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan 

setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh 

Pejabat. 

(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak 

dilanjutkan sesuai jangka waktu semula. 

 

Pasal 117 

(1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak 

memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding 

yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang 

atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran 

pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak 

berhak menuntut pengembalian barang yang telah 

dilelang.  

(2) Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 
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Pasal 118 

(1) Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah 

kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

(2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak 

menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan 

penagihan pajak. 

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat 

(3) dan dalam Pasal 114 ayat (1) tidak menunda 

pelaksanaan penagihan pajak. 

 

 

BAB XIV 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

 

Pasal 119 

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 84 menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 

penetapan SKPD. 

(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak tertangguh apabila 

sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1): 

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; 

atau 

b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik 

langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat 

Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 

kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal 

penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa. 

(4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak 

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 

Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah 

Daerah. 
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(5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan 

oleh Wajib Pajak. 

(6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 

kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal 

pengakuan. 

 

 

BAB XV 

KEBERATAN  

 

Pasal 120 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala 

Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, 

SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak 

ketiga. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah 

Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan 

penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang 

jelas. 

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama           

3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan 

atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat 

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 

dipenuhi karena keadaan kahar. 

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

meliputi: 

a. bencana alam; 

b. kebakaran; 

c. kerusuhan massal atau huru-hara; 
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d. wabah penyakit; dan/atau 

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. 

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 

membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau 

Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah 

yang telah disetujui Wajib Pajak.   

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.  

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman 

tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda 

penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala 

Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti 

penerimaan surat keberatan. 

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka 

waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar 

pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai 

dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat 

Keputusan Keberatan. 

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan 

permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).  

 

Pasal 121 

(10) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas 

keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1). 

(1) Dalam memberi keputusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan. 

(2) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 

12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan 

diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120        

ayat (7). 
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(3) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat 

berupa: 

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang 

berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak 

yang terutang menurut Wajib Pajak; 

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang 

berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan 

Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;  

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan 

hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang 

dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan 

keberatan oleh Wajib Pajak; atau  

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang 

dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil 

penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang 

dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan 

keberatan oleh Wajib Pajak. 

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberi suatu 

keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 

diterima. 

(5) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) disampaikan kepada Wajib Pajak:  

a. secara langsung dengan bukti tanda terima;  

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau  

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat. 

 

Pasal 122  

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan 

sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak 

dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 

0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari 

Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan.  
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(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau 

dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 

administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh 

persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan 

keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar 

sebelum mengajukan keberatan.  

 

Bagian Kesatu 

Persyaratan Pengajuan Keberatan Pajak Daerah 

 

Pasal 123 

(1) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 120, harus memenuhi 

persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung. 

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:  

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;  

b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang 

menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai 

alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;  

c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) 

surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan 

pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;  

d. Surat Keberatan ditandatangani Wajib Pajak, dalam 

hal tidak ditandatangani Wajib Pajak harus 

dilampiri Surat Kuasa bermeterai cukup; dan  

e. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan 

atas surat ketetapan pajak yang diajukan 

keberatan, berupa:  

1. pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi;  

2. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan 

pajak yang tidak benar;  
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3. pengurangan ketetapan pajak atau pokok 

pajak;  

4. pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan 

pajak dengan tata cara yang ditentukan; dan  

5. keringanan atau pembebasan pajak.  

(3) Dokumen pendukung yang harus dilampirkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:  

a. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, 

SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh 

pihak ketiga;  

b. fotokopi identitas Wajib Pajak atau kuasanya; 

c. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang 

dikuasakan; 

d. fotokopi bukti pembayaran Pajak berdasarkan 

penghitungan Wajib Pajak atau berdasarkan 

pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan  

e. dokumen yang mendukung pengajuan keberatan. 

(4) Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan Surat 

Keberatan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 

belum terpenuhi, selama masih dalam jangka waktu 

pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 121 ayat (3).  

(5) Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah 

diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.  

(6) Jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus 

dibayar terhadap surat ketetapan pajak yang diajukan 

keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan 

sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 

 

Pasal 124  

(1) Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak dapat 

meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi 

dasar pengenaan pajak kepada Kepala Bapenda.  
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(2) Kepala Bapenda memberikan keterangan yang diminta 

oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tidak menambah jangka waktu pengajuan 

keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121     

ayat (3). 

 

Bagian Kedua 

Penyampaian Surat Keberatan 

 

Pasal 125 

(1) Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan kepada 

Kepala Bapenda.  

(2) Penyampaian Surat Keberatan dilakukan dengan cara 

sebagai berikut:  

a. penyampaian secara langsung;  

b. penyampaian melalui pos dengan bukti pengiriman 

surat; atau  

c. dengan cara lain.  

(3) Surat Keberatan yang disampaikan melalui cara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan 

bukti penerimaan surat oleh Petugas Pajak yang 

merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.  

(4) Penyampaian Surat Keberatan melalui pos sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian 

Surat Keberatan melalui pos yang mempunyai bukti 

pengiriman surat secara tercatat.  

(5) Penyampaian Surat Keberatan dengan cara lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:  

a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat; atau  

b. sistem informasi. 

(6) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah perusahaan yang 

berbentuk badan hukum.  



- 93 - 
 

(7) Atas Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan Bukti 

Penerimaan Elektronik.  

(8) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b dan ayat (5) huruf a, bukti penerimaan 

surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Bukti 

Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7), merupakan tanda bukti penerimaan Surat 

Keberatan.  

(9) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan 

Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

merupakan tanggal Surat Keberatan diterima. 

 

Bagian Ketiga 

Tindak Lanjut Surat Keberatan 

 

Pasal 126   

(1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) dan 

ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan dan 

tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Kepala Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan 

kepada Wajib Pajak yang pengajuan keberatanya tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dengan disertai alasan pertimbangan.  

(3) Surat Keberatan yang memenuhi persyaratan dan 

melampirkan dokumen pendukung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) dan ayat (3), 

ditindaklanjuti ke proses penyelesaian keberatan. 

 

Bagian Keempat 

Pencabutan Surat Keberatan 

 

Pasal 127   

(1) Wajib Pajak dapat mencabut Surat Keberatan yang telah 

disampaikan sebelum menerima surat pemberitahuan 

untuk hadir.  
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(2) Pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan melalui penyampaian surat 

permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;  

b. mencantumkan alasan pencabutan Surat 

Keberatan;  

c. ditandatangani Wajib Pajak; dan 

d. dalam hal tidak ditandatangani Wajib Pajak harus 

dilampiri Surat Kuasa bermaterai cukup.  

(3) Pencabutan Surat Keberatan disampaikan kepada 

Kepala Bapenda. 

 

Pasal 128  

(1) Kepala Bapenda wajib memberikan jawaban atas 

pencabutan Surat Keberatan Wajib Pajak dalam jangka 

waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 

diterimanya surat pencabutan Surat Keberatan.  

(2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa menerima atau menolak dengan didasarkan atas 

pertimbangan tertentu.  

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Kepala Bapenda belum memberikan 

jawaban, maka permohonan Wajib Pajak dianggap 

diterima. 

 

Pasal 129   

Dalam hal permohonan pencabutan Surat Keberatan 

diterima, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf e.  

 

Bagian Kelima 

 Penyelesaian Keberatan  

 

Pasal 130  

(1) Dalam proses penyelesaian keberatan, Bapenda 

berwenang untuk:  
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a. meminjam buku, catatan, data, dan informasi 

dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada 

Wajib Pajak terkait dengan materi yang 

disengketakan melalui penyampaian surat 

permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan 

informasi;  

b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan 

keterangan terkait dengan materi yang 

disengketakan melalui penyampaian surat 

permintaan keterangan;  

c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan 

materi yang disengketakan kepada pihak ketiga 

yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;  

d. meminta akses terhadap sistem informasi yang 

dimiliki oleh Wajib Pajak terkait dengan materi yang 

disengketakan;  

e. meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain 

yang diperlukan;  

f. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal 

yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak 

melalui penyampaian surat panggilan; dan  

g. melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam 

rangka keberatan untuk mendapatkan data 

dan/atau informasi yang objektif yang dapat 

dijadikan dasar dalam mempertimbangkan 

keputusan keberatan.  

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas 

suatu pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), Wajib Pajak harus 

menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan 

pajak. 

(3) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau permintaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf 

d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal 

surat permintaan peminjaman dan/atau surat 

permintaan keterangan dikirim.  
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(4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) berakhir, Wajib Pajak tidak 

meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, 

data dan informasi dan/atau tidak memberikan 

keterangan yang diminta, Bapenda menyampaikan:  

a. surat permintaan peminjaman yang kedua; 

dan/atau  

b. surat permintaan keterangan yang kedua.  

(5) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau 

permintaan yang kedua sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 

surat peminjaman dan/atau permintaan yang kedua 

dikirim.  

(6) Dalam hal masih diperlukan, Bapenda dapat meminjam 

buku, catatan, data, dan informasi dan/atau meminta 

keterangan tambahan, dan Wajib Pajak harus 

meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi 

dan/atau memberikan keterangan yang diminta dalam 

jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam:  

a. surat permintaan peminjaman tambahan; dan/atau  

b. surat permintaan keterangan tambahan. 

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau 

seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau 

permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), ayat (5), atau ayat (6), dan/atau tidak 

menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan 

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan 

tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang 

diterima dan dibuat berita acara.  

(8) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau 

penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau 

memperjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan 

baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan 

maupun dalam rangka memenuhi permintaan Bapenda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum 

Bapenda menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk 

Hadir. 
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(9) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f dikirimkan paling lama 5 (lima) hari kerja 

sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas 

sengketa perpajakan.  

(10) Pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f dituangkan dalam berita acara 

pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.  

 

Pasal 131  

(1) Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan 

lain yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak 

diberikan oleh Wajib Pajak, tidak dipertimbangkan 

dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, 

catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut 

berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak 

pada saat pemeriksaan.  

(2) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, 

informasi, atau keterangan lain yang tidak diminta pada 

saat pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh 

Bapenda serta diberikan oleh Wajib Pajak dalam 

penyelesaian keberatan, maka pembukuan, catatan, 

data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan oleh 

Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan.  

(3) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, 

informasi, atau keterangan lain yang tidak diminta pada 

saat pemeriksaan dan keberatan tetapi diberikan oleh 

Wajib Pajak dalam penyelesaian keberatan, maka 

pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan 

lain yang diberikan oleh Wajib Pajak tersebut dapat 

dipertimbangkan.  

 

Pasal 132  

(1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, 

Bapenda meminta Wajib Pajak untuk hadir guna 

memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan 

mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian 
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Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang dilampiri 

dengan:  

a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; 

dan  

b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.    

(2) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak atau pemberian 

penjelasan oleh Bapenda sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dituangkan dalam berita acara kehadiran.  

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk 

hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):  

a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan  

b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa 

menunggu kehadiran Wajib Pajak. 

(4) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak 

bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas 

keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

 

 

BAB VI 

BANDING 

 

Pasal 133 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding 

hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat 

Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala 

Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat 

(3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima 

dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan 

dengan disertai alasan yang jelas. 

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai 

dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan 

Banding.  
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(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 134 

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian 

atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak 

dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 

0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari 

Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 

dihitung penuh I (satu) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya Putusan Banding. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 

banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% 

(tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

122 ayat (3) tidak dikenakan. 

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan 

sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif 

berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari 

jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi 

dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 

keberatan. 

 

 

BAB XVII 

GUGATAN PAJAK 

 

Pasal 135 

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: 

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan 

penyitaan, atau pengumuman lelang; 

b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; 
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c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam 

Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121; dan  

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan 

Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai 

dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan,  

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak. 

 

Pasal 136 

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB XVIII 

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, 

PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN  

ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA 

 

Bagian Kesatu 

Insentif Fiskal Pajak Bagi Pelaku Usaha 

 

Pasal 137   

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, 

Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku 

usaha di daerahnya. 

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, 

atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau 

sanksinya. 

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau 

diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan 

pertimbangan:  

a. kemampuan membayar Wajib Pajak;  
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b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak 

terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau 

penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya 

unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk 

menghindari pembayaran Pajak;  

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha 

mikro dan ultra mikro;  

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah 

dalam mencapai program prioritas Daerah; 

dan/atau  

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam 

mencapai program prioritas nasional. 

(4) Pemberian insentif fiskal merupakan kewenangan 

Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam 

pengelolaan keuangan daerah. 

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf 

b, dilakukan dengan memperhatikan faktor antara lain:  

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh 

Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;  

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak; 

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib 

Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan 

kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau  

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati. 

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku 

usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria 

usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, 

menengah, dan koperasi.  

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, 

disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum 

dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.  
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(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan 

dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis 

nasional. 

 

Pasal 138 

(1) Dalam hal Pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha 

diberikan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3), Wajib Pajak 

melengkapi Dokumen di kantor Bapenda, berupa:  

a. permohonan dibuat secara tertulis dengan 

menggunakan bahasa Indonesia;  

b. melampirkan kartu tanda penduduk;  

c. dokumen Pendukung yang relevan, seperti laporan 

keuangan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan 

finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau 

kebakaran pada objek pajak, dan lain-lain; dan  

d. tujuan dan alasan Permohonan yang menjelaskan 

secara jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal 

serta alasan Wajib Pajak memenuhi kriteria 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3).  

(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat 

permohonan ke Kantor Bapenda, dengan cara:  

a. secara langsung;  

b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti 

pengiriman surat; atau  

c. elektronik.  

(3) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya 

berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bapenda melakukan pemeriksaan dengan tujuan 

lain terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang 

mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk 

menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan 
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dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat 

(3) dan ayat (5). 

(5) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Bupati menerbitkan keputusan berupa: 

a. menerima permohonan dengan menerbitkan surat 

keterangan penerima insentif Pajak; atau 

b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat 

penolakan permohonan insentif Pajak. 

 

Pasal 139 

(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 137 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

dan diberitahukan kepada DPRD.  

(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati 

dalam memberikan insentif fiskal. 

 

Bagian Kedua 

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan 

 

Pasal 140 

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, 

pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok 

dan/atau sanksi Pajak secara jabatan berdasarkan 

pertimbangan tertentu.  

(2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), berupa: 

a. kepentingan Daerah dalam rangka:  

1. hari ulang tahun Daerah;  

2. percepatan target penerimaan;  

3. target Pajak di tahun berjalan telah tercapai; 

dan/atau  

4. penggalian potensi Piutang Pajak. 

b. penugasan dari pemerintah Pusat;  
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c. stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan 

kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi 

pembayaran; dan/atau 

d. kepentingan sosial kemanusiaan. 

(3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 

penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dalam Keputusan Bupati. 

 

Pasal 141 

(1) Bupati atau Kepala Bapenda atas permohonan Wajib 

Pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan, 

pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok 

dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi 

Wajib Pajak dan/atau objek Pajak. 

(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib 

Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak. 

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit berupa tanah dan Bangunan yang 

ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek 

Pajak sampai dengan batas tertentu dan objek Pajak 

yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara 

dan atau kerusuhan. 

(4) Keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi 

kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. bencana alam; 

b. kebakaran; 

c. kerusuhan massal atau huru-hara; 

d. wabah penyakit; dan/atau 

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. 

(5) Kesulitan likuiditas dimaksud pada ayat (2) merupakan 

kondisi keuangan Wajib Pajak yang tidak dapat 

memenuhi kewajiban jangka pendek. 

(6) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) merupakan kewajiban yang diharapkan akan 

dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun. 
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(7) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan 

keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang 

dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Pajak, 

paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun 

sebelumnya. 

 

Pasal 142  

(1) Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan 

keringanan Pajak terutang kepada Bupati melalui Kepala 

Badan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 141 ayat (1) dalam hal: 

a. Pajak terutang berasal dari putusan pengadilan 

yang memiliki kekuatan hukum tetap; 

b. Pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak 

dilakukan secara jabatan atas hasil pemeriksaan 

dan/atau yang dilakukan pemungutan atas 

perhitungan Wajib Pajak; atau 

c. Pajak terutang berdasarkan laporan hasil 

pemeriksaan Pajak yang akan diajukan keberatan 

Pajak. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keringanan Pajak 

terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan surat penolakan 

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat 

permohonan keringanan Pajak terutang diterima. 

 

Pasal 143 

(1) Wajib Pajak menyampaikan permohonan keringanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) kepada 

Bupati melalui Kepala Bapenda sebelum jatuh tempo 

pembayaran Pajak dan dalam jangka waktu 3 (tiga) 

bulan terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan di luar 

kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4), kecuali 

apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka 
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waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di 

luar kekuasaannya. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa 

Indonesia yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau 

pihak yang dikuasakan dan melampirkan fotokopi 

identitas pemohon, fotokopi surat ketetapan pajak yang 

dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.  

(3) Dalam hal permohonan keringanan Pajak terutang yang 

diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan 

Wajib Pajak dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2), surat 

permohonan keringanan Pajak terutang disertai dengan 

dokumen pendukung paling sedikit:  

a. surat keterangan dari instansi yang berwenang 

untuk keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

141 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 

atau surat pernyataan Wajib Pajak dan bukti terkait 

untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan 

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 

ayat (4) huruf e;  

b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Pajak 

yang disertai perhitungan dan penjelasan; dan  

c. surat pernyataan dari Wajib Pajak bahwa Pajak 

terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam 

proses peradilan. 

(4) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk 

keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dapat berupa: 

a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang 

menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, 

kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya; 

b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang 

melaksanakan tugas penanggulangan bencana 

untuk keadaan kahar atau kondisi di luar 

kemampuan Wajib Pajak berupa bencana alam; 
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c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk 

keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau 

kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau  

d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan 

Daerah dalam status bencana. 

(5) Dalam hal permohonan keringanan Pajak terutang yang 

diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2), surat 

permohonan keringanan Pajak terutang disertai dengan 

dokumen pendukung paling sedikit:  

a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan 

paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun 

sebelumnya, dalam hal Wajib Pajak berupa badan 

usaha;  

b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan 

keuangan, dalam hal Wajib Pajak perorangan;  

c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau 

keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak 

atau pihak yang dikuasakan dengan disertai 

perhitungan dan penjelasan; dan  

d. surat pernyataan dari Wajib Pajak bahwa Pajak 

terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam 

proses peradilan. 

 

Pasal 144 

(1) Penyampaian surat permohonan keringanan Pajak 

terutang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala 

Badan dengan cara sebagai berikut: 

a. penyampaian secara langsung; 

b. penyampaian melalui pos dengan bukti pengiriman 

surat; atau 

c. dengan cara lain.  

(2) Penyampaian surat permohonan keringanan Pajak 

terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diberikan bukti penerimaan surat oleh Petugas Pajak 

yang merupakan tanda bukti penerimaan permohonan 

keringanan Pajak terutang. 
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(3) Penyampaian surat permohonan keringanan Pajak 

terutang melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan 

keringanan Pajak terutang melalui pos yang mempunyai 

bukti pengiriman surat secara tercatat.  

(4) Penyampaian surat permohonan keringanan Pajak 

terutang dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c meliputi:  

a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat; atau  

b. sistem informasi. 

(5) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah perusahaan yang 

berbentuk badan hukum.  

(6) Atas Penyampaian surat permohonan keringanan Pajak 

terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 

diberikan Bukti Penerimaan Elektronik. 

(7) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf a, bukti penerimaan 

surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Bukti 

Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6), merupakan tanda bukti penerimaan 

permohonan keringanan Pajak terutang. 

(8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan 

surat permohonan keringanan Pajak terutang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal 

surat permohonan keringanan Pajak terutang. 

 

Pasal 145 

(1) Atas permohonan keringanan Pajak terutang yang 

diajukan oleh Wajib Pajak, Bapenda melakukan 

pemeriksaan dokumen permohonan keringanan pajak 

dengan menggunakan formulir uji kelengkapan 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 143 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). 
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(2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dokumen pendukung belum 

lengkap, Bapenda menyampaikan permintaan 

kelengkapan dokumen pendukung kepada Wajib Pajak 

dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

sejak surat permohonan keringanan Pajak terutang 

diterima. 

(3) Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan dokumen 

pendukung yang diminta oleh Bapenda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

setelah permintaan kelengkapan dokumen pendukung 

diterima. 

(4) Atas Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan 

dokumen pendukung dalam batas waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan 

surat penolakan. 

(5) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah 

batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berakhir. 

 

Pasal 146 

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 145 ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan 

surat persetujuan atau penolakan keringanan Pajak 

terutang yang diajukan Wajib Pajak.  

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan dalam bentuk:  

a. penundaan; 

b. pengangsuran; 

c. pengurangan; dan/atau 

d. pembebasan. 

(3) Keringanan Pajak terutang dapat berupa: 

a. keringanan atas pokok Pajak terutang; dan/atau 

b. keringanan atas sanksi administrasi berupa denda. 
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Pasal 147 

(1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan 

keringanan Pajak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak. 

(2) Kepala Bapenda memberikan keputusan atas 

permohonan keringanan Pajak sampai dengan 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk satu 

ketetapan Pajak. 

 

Pasal 148 

Bupati atau Kepala Bapenda menerbitkan:  

a. surat keputusan persetujuan atau penolakan atas 

permohonan keringanan Pajak terutang; dan/atau  

b. surat tagihan Pajak terutang,  

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak 

dokumen pendukung diterima lengkap. 

 

Pasal 149 

(1) Persetujuan keringanan Pajak terutang dalam bentuk 

penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 

ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak untuk 

jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun 

anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan 

ditetapkan. 

(2) Persetujuan keringanan Pajak terutang dalam bentuk 

pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 

ayat (2) huruf b diberikan kepada Wajib Pajak untuk 

jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam 

tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat 

persetujuan pengangsuran ditetapkan.  

(3) Persetujuan keringanan Pajak terutang dalam bentuk 

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

dalam bentuk pengangsuran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dapat berupa: 
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a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa 

angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan 

permohonan Wajib Pajak; 

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak 

dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan 

yang dimohonkan Wajib Pajak. 

(4) Pengangsuran Pajak terutang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 

1 (satu) bulan. 

(5) Pemberian keringanan berupa Pengurangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf c 

terhadap pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak 

dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau 

badan paling besar 50% (lima puluh persen) per 

ketetapan pajak. 

 

Pasal 150 

Persetujuan keringanan Pajak Terutang dalam bentuk 

penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) 

huruf a dan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 146 ayat (2) huruf b, setiap masa angsuran dan 

pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% 

(nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang 

masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung 

penuh 1 (satu) bulan. 

 

Pasal 151 

(1) Wajib Pajak wajib melunasi Pajak terutang sesuai 

dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam 

surat persetujuan keringanan Pajak terutang berupa 

penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149  

ayat (1).  

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak terutang 

sampai dengan berakhirnya jangka waktu penundaan, 
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Kepala Bapenda wajib menerbitkan dan menyampaikan 

Surat Teguran. 

 

Pasal 152 

(1) Wajib Pajak wajib melunasi Pajak terutang sesuai 

dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam 

surat persetujuan keringanan Pajak terutang berupa 

pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 

ayat (2).  

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak terutang 

sampai dengan berakhirnya setiap masa angsuran, 

Kepala Bapenda wajib menerbitkan dan menyampaikan 

Surat Teguran. 

 

Pasal 153 

(1) Wajib Pajak wajib melunasi Pajak terutang setelah 

dikurangi dengan jumlah pengurangan yang ditetapkan 

dalam surat persetujuan keringanan Pajak terutang 

berupa pengurangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 149 ayat (5).  

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak terutang 

sampai dengan 1 (satu) bulan sejak surat persetujuan 

keringanan Pajak terutang diterbitkan, Kepala Bapenda 

wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran. 

 

 

BAB XIX 

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN 

 

Bagian Kesatu 

Pembetulan Ketetapan 

 

Pasal 154 

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 

Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang 
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dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan 

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- 

undangan perpajakan Daerah. 

(2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor 

Pokok Wajib Pajak, Nomor Surat Ketetapan Pajak, jenis 

pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh 

tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak 

memengaruhi jumlah pajak terutang.  

(3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan.  

(4) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam 

peraturan perundang-undangan perpajakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kekeliruan 

dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase 

tarif, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.  

(5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan 

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut 

dengan melakukan penelitian terhadap permohonan 

Wajib Pajak. 

(6) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, 

dan/atau keterangan yang diperlukan. 

 

Pasal 155 

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 154 ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau 

kuasanya. 

 

Pasal 156 

(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 154 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut:  



- 114 - 
 

a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) STPD, 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;  

b. permohonan harus disampaikan ke Kepala 

Bapenda;  

c. permohonan harus diajukan secara tertulis atau 

secara elektronik dalam bahasa Indonesia dengan 

disertai alasan permohonan; dan  

d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada 

huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam 

hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh 

Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus 

dilampiri dengan surat kuasa khusus.  

(2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk 

memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 154 ayat (1) adalah:  

a. tanggal terima surat permohonan pembetulan, 

dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib 

Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan 

atau Petugas Pajak; atau  

b. tanggal terima surat dari pos atau jasa pengiriman 

tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan 

melalui pos atau jasa pengiriman tercatat. 

 

Pasal 157 

(1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 

ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan 

sehingga tidak dipertimbangkan.  

(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak 

dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bapenda harus memberitahukan secara tertulis 

kepada Wajib Pajak atau kuasanya.  

 

Pasal 158 

(1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama                

6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan 
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pembetulan secara lengkap, harus memberikan 

keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan. 

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) telah terlampaui, tetapi Kepala Bapenda tidak 

memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan 

dianggap dikabulkan, dan Kepala Bapenda wajib 

menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai 

dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) 

bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu                 

6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa  

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan 

membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang 

dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau 

menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, 

maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, 

dan kenaikan Pajak; dan 

b. menolak permohonan Wajib Pajak. 

(4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak atau Penanggung 

Pajak ditolak, Kepala Bapenda segera menerbitkan 

Keputusan Penolakan Pembetulan STPD, SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB paling 

lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan. 

 

Pasal 159 

(1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam      

Pasal 158 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan 

hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan 

tertentu, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan 

lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan 

Wajib Pajak.  

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1). 
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Bagian Kedua 

Pembatalan Ketetapan 

 

Pasal 160 

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 

Kepala Bapenda dapat melakukan pembatalan STPD, SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar. 

 

Pasal 161 

(1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 160 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) STPD, 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;  

b. permohonan harus disampaikan ke Kepala 

Bapenda;  

c. permohonan harus diajukan secara tertulis atau 

secara elektronik dalam bahasa Indonesia dengan 

disertai alasan permohonan; dan  

d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada 

huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam 

hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh 

Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus 

dilampiri dengan surat kuasa khusus.  

(2) Tanggal penerimaan permohonan yang dijadikan dasar 

untuk memproses pembatalan adalah: 

a. tanggal terima surat permohonan pembatalan 

dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib 

Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan 

atau petugas; atau 

b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan 

pembatalan dalam hal disampaikan melalui pos, 

jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti 

pengiriman surat. 
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Pasal 162 

(1) Terhadap permohonan pembatalan yang memenuhi 

persyaratan dilakukan penelitian administrasi dan/atau 

penelitian lapangan. 

(2) Dalam rangka meneliti permohonan pembatalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda 

dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan 

yang diperlukan. 

(3) Dalam hal berdasarkan penelitian administrasi terhadap 

berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditemukan kelengkapan persyaratan yang kurang, 

maka Petugas Pajak menghubungi pemohon untuk 

melengkapi kekurangan berkas paling lambat 3 (tiga) 

hari kerja sejak yang bersangkutan diberitahukan 

perihal kekurangan berkas tersebut. 

(4) Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi 

kelengkapan berkas sampai jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), maka berkas dianggap bukan 

sebagai permohonan, sehingga tidak dapat 

dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya 

diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang 

mendasari. 

(5) Dalam hal berdasarkan penelitian administrasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap berkas 

permohonan ditemukan kelengkapan persyaratan yang 

tidak benar, maka berkas dianggap bukan sebagai 

permohonan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan 

kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara 

tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka 

waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 

permohonan tersebut diterima. 

(6) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 

(enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan 

pembatalan secara lengkap, harus memberikan 

keputusan atas permohonan pembatalan yang diajukan. 
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(7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat 

berupa: 

a. membatalkan STPD atau membatalkan hasil 

Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang 

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan 

tata cara yang ditentukan; dan  

b. menolak permohonan Wajib Pajak. 

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) telah lewat tetapi Kepala Bapenda tidak memberi 

suatu keputusan, permohonan pembatalan yang 

diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan 

keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan 

Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

bulan sejak jangka waktu dimaksud berakhir. 

 

 

BAB XX 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

 

Pasal 163   

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat 

mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala 

Bapenda. 

(2) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan 

pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui 

kebenaran atas permohonan tersebut. 

(3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12  

(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

memberikan keputusan.  
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(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Bapenda  

tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 

pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan 

dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) bulan.  

(5) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, 

kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi 

terlebih dahulu Utang Pajak atau lainnya.  

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKPDLB.  

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda 

memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma 

enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran 

kelebihan pembayaran Pajak. 

 

 

BAB XXI 

OPSEN PAJAK MBLB  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 164 

(1) Pajak MBLB terutang merupakan dasar pengenaan 

Opsen Pajak MBLB 

(2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat 

terutangnya Pajak MBLB. 

(3) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang 

merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB. 
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(4) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 

25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas 

pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan 

Pajak MBLB terutang. 

 

Bagian Kedua 

Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan  

 

Pasal 165 

(1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak 

MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan 

penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB. 

(2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ke kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi 

dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB 

ke kas Daerah kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB. 

(3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bapenda 

melakukan Penagihan. 

(4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen 

Pajak MBLB. 

(5) Dalam hal Bapenda telah menerima pembayaran atas 

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Bapenda menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas 

daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja. 

(6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB. 
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(7) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai penagihan Pajak Daerah. 

 

Bagian Ketiga 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran  

Opsen Pajak MBLB  

 

Pasal 166 

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan 

pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian 

kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk 

memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran 

Opsen Pajak MBLB.  

(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan 

SKPDLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Pasal l63.  

(3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) 

hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diterbitkan.  

(4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB 

berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan 

atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan 

SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima. 

(5) Gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan 

pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada 

Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) 

bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 
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Bagian Keempat 

Sinergi Pemungutan  

 

Pasal 167 

(1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan 

Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Dairi.  

(2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan 

dalam bentuk kerjasama.  

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 

kerjasama untuk melakukan pendaftaran, pendataan, 

pertukaran data dan informasi, pemanfaatan program, 

pengelolaan, pengurusan izin, pengawasan, 

pendampingan, dukungan kapasitas, penagihan, serta 

penindakan di lapangan.  

(4) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

kerjasama tersebut juga dapat dilakukan dalam hal 

pendanaan biaya operasional.  

(5) Dalam pelaksanaan sinergi pemungutan Opsen 

dimaksud akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama 

dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati 

bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Kelima 

Rekonsiliasi Pajak 

 

Pasal 168 

(1) Bupati bersama-sama dengan Gubernur dan bank 

tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi 

data peneriman Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB 

setiap triwulan. 
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(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit mencocokkan:  

a. SKPD atau SPTPD; 

b. SSPD; 

c. rekening koran bank; dan  

d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran 

pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak.  

(3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 

 

 

BAB XXII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 169 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, 

pengurusan jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (1) dan ayat (2) yang masih dalam proses permohonan 

atau sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, 

berpedoman pada Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah.  

 

 

BAB XXIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 170 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Negara Kabupaten Dairi 

Tahun 2020 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 



- 124 - 
 

Pasal 171 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi. 

 

Ditetapkan di Sidikalang 

pada tanggal 19 Desember 2024                                              

Pj. BUPATI DAIRI, 

ttd. 

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN 

 

Diundangkan di Sidikalang 

pada tanggal 19 Desember 2024                                                

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI, 

ttd.  

JONNY HUTASOIT 

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024 NOMOR 29 
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LAMPIRAN I  

PERATURAN BUPATI DAIRI 

NOMOR    : 29 TAHUN 2024 

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN 

PAJAK DAERAH 

 

TABEL HARGA DASAR PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN (HDPP) 
TABEL HA 

No JENIS REKLAME LAMA PEMASANGAN  HDPP (Rp.)  

1 Reklame Permanen 

  a. Megatron/Videotron dan LED 1 (satu) tahun 5,400.000,-  

  b. Bando     

  1) Disinari  4,440,000,-  

  2) Tidak Disinari  3,600,000,-  

  c. Billboard 1 (satu) tahun    

  1) Disinari (ditanam)  3,600,000,-  

  2) Disinari (ditempel)  3,360,000,-  

  3) Tidak disinari (ditanam)  3,120,000,-  

  4) Tidak disinari (ditempel)  3,000,000,-  

  d. Neon Box 1 (satu) tahun   

  1) Ditanam  720,000,-  

  2) Ditempel  600,000,-  

  e. Neon Sign 1 (satu) tahun   

  1) Ditanam  540,000,-  

  2) Ditempel  420,000,-  

  f. Reklame Dinding 1 (satu) tahun 540,000,-  

  g. Street Sign    

  1) Disinari (ditanam)  450,000,-  

  2) Disinari (ditempel)  420,000,-  

  3) Tidak disinari (ditanam)  330,000,-  

  4) Tidak disinari (ditempel)  300,000,-  

 h.  Branding 1 (satu) tahun  

  1) Disinari (ditanam)  330,000,-  

  2) Disinari (ditempel)  300,000,-  

  3) Tidak disinari (ditanam)  180,000,-  

  4) Tidak disinari (ditempel)  150,000,-  

  i.  Thin Place/ Papan Reklame 1 (satu) tahun   

  1) Disinari (ditanam)  300,000,-  

  2) Disinari (ditempel)  240,000,-  

  3) Tidak disinari (ditanam)  120,000,-  

  4) Tidak disinari (ditempel)  90,000,-  
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  j.  Shop Sign 1 (satu) tahun   

  1) Disinari (ditanam)  240,000,-  

  2) Disinari (ditempel)  180,000,-  

  3) Tidak disinari (ditanam)  90,000,-  

  4) Tidak disinari (ditempel)  60,000,-  

 k.  Reklame Wall Painting 1 (satu) tahun  

 1) Disinari  150.000,-/M² 

 2) Tidak Disinari  120.000.-/M² 

2 Reklame Non Permanen   

   

a. Baliho  

Mingguan 90.000.-/M² 

Bulanan 210.000.-/M² 

 b. Banner Raksasa Mingguan/Bulanan 234,000,- 

  c. Vertical Banner Mingguan/Bulanan 36,000,- 

  d. Banner Mingguan/Bulanan 30,000,- 

  e. Sunscreen Mingguan/Bulanan 198,000,- 

 f. Stiker/Melekat s.d. 100 lembar 600,-/lbr 

 g. Selebaran/brosur/Leaflet s.d. 100 lembar 600,-/lbr 

 h. Film slide Harian 60.000,- 

Mingguan 90.000,- 

Bulanan 150.000,- 

 i. Reklame Udara bulanan 780.000,- 

 j. Reklame Suara harian 60.000,- 

 k. Peragaan di luar ruangan s.d 4 jam 216.000.- 

 l. Peragaan di dalam ruangan s.d 4 jam 180.000,- 

 m. Reklame Apung bulanan 96.000,-  

  n. Kain/Spanduk/Umbul Mingguan/Bulanan 3,600,-/buah 

 

 

Pj. BUPATI DAIRI, 

ttd.  

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN 
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LAMPIRAN II  

PERATURAN BUPATI DAIRI 

NOMOR    :  29 TAHUN 2014 

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN 

PAJAK DAERAH 

 

TABEL BOBOT & SKOR FAKTOR PENENTU NILAI STRATEGIS 

 

A. REKLAME PAPAN 

NO 

KELOMPOK JALAN 

NO 

LUAS REKLAME 

NO 

SUDUT PANDANG 

Bobot 50% Skor 
Bobot 

30% 
Skor Bobot 20% Skor 

1 
Kota Sidikalang, 

Sumbul dan Sitinjo 
15 1 ≥32,1 m2 15 1 Empat sisi 15 

2 

Kota Tigalingga, 

Parongil dan 

Silahisabungan 

12 2 

24,1 m2 

s/d            

32 m2 

12 2 Tiga sisi 12 

3 

Jl. Negara/Provinsi   

di luar kategori No. 1 

dan No.2 

10,5 3 

12,1 m2  

s/d            

24 m2 

9 3 Dua sisi 7,5 

4 

Jl. Kabupaten di luar 

kategori No. 1 dan 

No.2 

9 4 

6,1 m2         

s/d         

12 m2 

6 4 Satu sisi 1,5 

5 Jl. Desa 7,5 5 ≤ 6 m2 3    

6 Di luar No.1  s/d No.5 6       

 

B. REKLAME KAIN 

NO 

KELOMPOK JALAN 

 NO 

LUAS REKLAME 

NO 

SUDUT 

PANDANG 

Bobot 50%  Skor Bobot 30% Skor 
Bobot 

20% 
Skor 

1 
Kota Sidikalang, Sumbul 

dan Sitinjo 

0,15 

1 ≥32,1 m2 9 1 
Empat 

sisi 
6 

2 
Kota Tigalingga,  Parongil 

dan Silahisabungan 
2 

24,1 m2   s/d            

32 m2 
6 2 

Tiga 

sisi 
3 

3 
Jl. Negara/Provinsi di luar 

kategori No. 1 dan No. 2 
3 

12,1 m2   s/d          

24 m2 
3 3 

Dua 

sisi 
1,5 

4 
Jl. Kabupaten di luar 

kategori No. 1 dan No. 2 
4 

6,1 m2    s/d 12 

m2 
1,5 4 

Satu 

sisi 
0,75 

5 Jl. Desa 5 ≤ 6 m2 0,75    

6 Di luar No. 1 s/d 5       
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C. TABEL HARGA DASAR STRATEGIS TITIK REKLAME 

NO NAMA JALAN 
HARGA DASAR 

(RP.) 

1 Kota Sidikalang, Sumbul dan Sitinjo 22,500,- 

2 Kota Tigalingga, Parongil dan Silahisabungan 18,000,- 

3 Jl. Negara/Provinsi di luar kategori No 1 dan No. 2 15,000,- 

4 Jl. Kabupaten di luar kategori No. 1 dan No. 2         12,000,- 

5 Jl. Desa  9,000,- 

6 Di luar No. 1 s/d 5 7,500,- 

 

 

Pj. BUPATI DAIRI, 

ttd.  

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


